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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa kendala dalam pengelolaan barang 

milik negara kategori barang bergerak yakni minimnya kesadaran sumber daya manusia 

akan pentingnya penataletakkan barang milik negara, adanya kendala dalam mengikuti 

pelatihan via zoom dan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang yang dipinjam, 

serta tenaga kerja yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek pengelolaan barang 

milik negara kategori barang bergerak yang terdapat di BPMP Provinsi Sumatera 

Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Pendekatan ini dapat melihat fenomena yang ada di lapangan secara alami, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori menurut 

Mardiasmo yang menekankan prinsip pengelolaan barang milik negara yaitu 

perencanaan yang tepat, pelaksanaan, serta pengewasan dan pengendalian. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik pada 

barang milik negara kategori barang bergerak di BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 

sudah berjalan cukup optimal. Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalisasikan 

pengelolaan barang milik negara dengan merekrut sumber daya manusia yang memiliki 

keahlian dan spesialisasi, meningkatkan edukasi dan komunikasi para pengguna barang 

milik negara, memberikan insentif atau penghargaan kepada pegawai, serta melakukan 

pelatihan dan sosialisasi yang interaktif dan sesuai durasi. 

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Milik Negara, Barang Bergerak 
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ABSTRACT 
 

This research is motivated by several obstacles in the management of state 

property in the category of movable goods, namely the lack of awareness of human 

resources of the importance of storing state property, obstacles in participating in 

training via zoom and a high sense of ownership of borrowed goods, and limited 

manpower. Therefore, the need for this research aims to analyze and focus attention on 

aspects of the management of state property in the category of movable goods contained 

in the BPMP of South Sumatra Province. This research uses a qualitative approach that 

is descriptive in nature. This approach can see phenomena that exist in the field 

naturally, in-depth interviews, and documentation. The theory used in this research is 

Mardiasmo's theory which emphasizes the principles of managing state property, 

namely proper planning, implementation, and supervision and control. Based on the 

results of the research that has been conducted, it shows that the management of public 

assets in the category of movable state property in the BPMP of South Sumatra Province 

has been running quite optimally. This research is expected to optimize the management 

of state property by recruiting human resources who have expertise and specialization, 

increasing education and communication of state property users, providing incentives 

or awards to employees, and conducting interactive and appropriate training and 

socialization duration. 

Keywords: Management, State Property, Movable Goods 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, sistem pengelolaan aset publik di Indonesia terus 

berkembang, didorong dengan adanya perubahan kondisi ekonomi, kebijakan, 

serta teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu mencerminkan dan 

mengadopsi perubahan dalam sistem serta mekanisme kerja yang lebih sesuai 

dengan tuntutan era saat ini, agar tidak mengalami ketertinggalan dan kemunduran 

dalam menghadapi transformasi globalisasi yang terus berlangsung.  

Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tengah kompleksitas tuntutan 

zaman dalam proses pengelolaan aset publik pada barang milik negara. Hal ini 

penting bagi kita untuk tidak hanya memantau perkembangan, tetapi juga menjadi 

pelaku yang aktif, dengan adanya ketersediaan untuk melakukan perubahan dalam 

sistem dan alur kerja yang dapat menjadi faktor utama dalam pengelolaan aset 

negara. 

Berdasarkan laman DJKN Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa, 

rencana proses pengelolaan aset negara harus didorong dengan adanya pendekatan 

yang lebih adaptif, responsif, dan modern sesuai perkembangan zaman, agar tetap 

relevan dan efektif dalam konteks globalisasi yang terus berubah. Dalam hal ini, 

perkembangan globalisasi pengelolaan aset publik pada barang milik negara 

bukan hanya sebagai respons terhadap tuntutan global  tetapi sebagai  langkah 

proaktif menjadi pionir untuk menciptakan good governance yang efektif dan 

efisien (Pardiman & Ulin Nuha, 2009:1) 
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Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan aset publik yang 

berkualitas tentunya tidak luput dari setiap proses manajemen yang harus 

memiliki perencanaan yang mapan, pelaksanaan yang efektif, serta pemantauan 

dan regulasi, agar dapat mendorong inovasi untuk mengembangkan ide-ide baru 

dan teknologi yang mampu membantu meningkatkan tata kelola aset negara. 

Pengelolaan aset negara terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2020, yang telah di modifikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. 

Tepatnya pada Pasal 1 Ayat 1 dari peraturan tersebut mengatakan bahwa Aset 

Negara merupakan keseluruhan barang yang diperoleh melalui penggunaan dana 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau didapatkan dari sumber perolehan 

lainnya yang sah. 

Aset publik diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikendalikan atau 

dimiliki oleh pemerintah, dan merupakan faktor penting pada penggunaan 

kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada publik, agar 

pengelolaan aset negara dapat dilakukan dengan kondusif dan efektif. 

Sehubungan dengan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Periode 

2022, jumlah barang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

sebesar Rp.6.660 triliun rupiah yang telah diklasifikasikan dalam tiga pembagian 

aset yakni aset lancar berjumlah senilai Rp.204,8 triliun rupiah, aset tetap senilai 

Rp.5.956,5 triliun rupiah, serta aset tak berwujud lainnya yang berjumlah 

Rp.498,3 triliun rupiah. Adapun rincian Tabel pada penjelasan diatas yaitu :  
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Tabel 1. Daftar Nilai  Aset Pemerintah Indonesia Periode 2022 

      

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2022 

Pemerintah berkewajiban untuk menyongsong fasilitas dan kebutuhan 

institusi pemerintah dan pegawai publik atau ASN hingga dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Dalam hal ini, pengelolaan aset publik pada barang 

milik negara khususnya pada aset tetap, dalam prosesnya harus mampu berjalan 

dengan efektif. Sehubungan dengan data LKPP periode 2021 yang telah diaudit, 

jumlah aset negara kategori aset tetap senilai 11.545 Triliun Rupiah (LKPP, 2022). 

Hal tersebut dapat ditinjau melalui gambar 1 berikut ini yang memperlihatkan 

kategori aset tetap mengalami peningkatan yang signifikam dibandingkan dengan 

periode-periode sebelumnya. 

Gambar  1. Nilai Aset Tetap Dari Tahun Sebelumnya 

Sumber : LKPP, 2021 

Nilai aset tetap pada barang milik negara yang besar perlu melakukan 

pengelolaan secara optimal dan akuntabel berdasarkan ketentuan hukum aset yang 

harus memberikan fasilitas pelayanan yang optimal bagi kemakmuran rakyat. 

No Objek Aset Negara Nilai Aset 

1. Aset Lancar Rp. 204,8 triliun 

2. Aset Tetap Rp. 5.956,5 triliun 

3. Aset Lainnya Rp. 498,3 triliun 
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Dalam konteks pengelolaan barang milik negara, sistem pengelolaan yang baik 

dapat mendorong praktik-praktik yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam 

menunjang public service yang berkualitas terutama pada BPMP Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai 

Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah satuan kerja yang 

berperan dalam menjamin kualitas mutu di suatu lembaga pendidikan dan 

melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses pembelajaran, kurikulum, 

fasilitas, dan sumber daya pendidikan lainnya. Didorong dengan adanya sumber 

daya manusia yang dimiliki institusi, dimana BPMP Provinsi Sumatera Selatan 

mempunyai 81 pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan dan kategori usia 

yang dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. 

Tabel di bawah ini menunjukkan data pendidikan pegawai BPMP Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Pegawai BPMP Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2023  

Sumber : Berdasarkan Data bidang tatalaksana dan kepegawaian  

       BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 2023 

Pada Tabel 2 diatas, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan 81 pegawai yang 

bekerja di BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki strata yang berbeda, dimana 

terdapat 15 pegawai lulusan SMA, 2 pegawai bergelar D3, 30 pegawai yang 

memiliki gelar S1, dan terdapat 32 pegawai lulusan S2, serta pegawai yang 

memiliki gelar S3 berjumlah 3 orang. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat 

pula data kategori usia pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. 
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Tabel 3. Data Kategori Usia Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2023 

Sumber : Berdasarkan Data bidang tatalaksana dan kepegawaian   

      BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 2023 

Dilihat pada Tabel 3 diatas, bahwa rata-rata usia pegawai BPMP Provinsi 

Sumatera Selatan berusia 50 tahun keatas, yang mana sangat rentan dalam 

mengikuti perkembangan teknologi serta beberapa tahun kedepan terdapat 

pegawai yang purna bakti, hal ini sangat berpengaruh pada kualitas SDM di BPMP 

Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, BPMP Provinsi Sumatera Selatan harus 

memastikan kualitas SDM dan komitmen pegawai yang menjadi salah satu bentuk 

investasi yang baik untuk mengasah kesiapan dalam menyikapi segala kondisi 

yang muncul dimasa depan.  

Penelitian ini memilih lokus di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi 

Sumatera Selatan, dikarenakan terdapat bidang pengelolaan barang milik negara 

yang memiliki peran sangat penting sebagai ujung tombak bagi terselenggaranya 

setiap aktivitas kerja dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan aset secara 

transparan, efisien, dan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta mampu 

menunjang fasilitas institusi. 

Pengelolaan aset publik pada barang milik negara merupakan peran vital 

dalam mendukung kesejahteraan institusi dan program pemerintah. Meskipun 

pengelolaan barang milik negara sangat penting, namun pada pelaksanaannya 

sendiri seringkali muncul berbagai masalah dan kebiasaan buruk yang ditemukan, 

dimana minimnya kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya 

penataletakkan barang milik negara, hal ini dilihat dari penataletakkan barang 
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yang sering berpindah-pindah tempat tanpa seizin pengelola aset, diketahui ketika 

pegawai berpindah ruangan atau pindah pada bidang tertentu terdapat beberapa 

pegawai yang seringkali juga memindahkan aset yang difasilitasi pada ruang kerja 

sebelumnya, sehingga kebiasaan buruk ini mengakibatkan barang yang telah 

terdata pada inventaris tidak sesuai dengan penempatan barang yang dilihat 

dilapangan secara langsung bahkan parahnya terdapat beberapa barang yang 

hilang, hal inilah yang dapat mempersulit pengelola dalam memantau aset yang 

dimiliki institusi.  

Selain itu, adanya rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang yang 

dipinjam, yakni terdapat beberapa pegawai yang sangat sulit untuk 

mengembalikan barang dikarenakan beberapa faktor, diantaranya barang tidak 

dikembalikan sesuai waktu pengembalian, barang tidak dikembalikan 

dikarenakan kondisi telah rusak namun seharusnya tetap dikembalikan, hal inilah 

yang memperlambat proses pengembalian barang sehingga pengelola aset harus 

mengingatkan bahkan menagih pengguna untuk mengembalikan aset yang 

dipinjam atau difasilitasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Serta adanya 

keterbatasan tenaga kerja di bidang BMN atau perlengkapan dikarenakan terdapat 

pegawai yang telah pensiun sehingga menyebabkan SDM pada bidang barang 

milik negara berkurang dan belum terdapat pengganti atau pegawai yang direkrut, 

kurangnya pengelola BMN dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan 

proses pengawasan dan tata kelola aset tidak terkendali dengan baik, hal ini dapat 

mengganggu efisiensi dan sistem pelayanan yang baik dalam proses pengelolaan 

BMN.  Dalam upaya menjaga setiap proses pengelolaan aset negara di BPMP 

Provinsi Sumatera Selatan, tentunya melibatkan berbagai pihak yang bertanggung 
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jawab dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang. Berikut daftar tabel 

pengelola barang milik negara di BPMP Provinsi Sumatera Selatan. 

Tabel 4. Daftar Pengelola Barang Milik Negara BPMP Provinsi  

Sumatera Selatan 

 Sumber : Berdasarkan Data bidang tatalaksana dan kepegawaian BPMP  

   Provinsi Sumatera Selatan, 2023. 

Dilihat dari data Tabel 4 diatas, bahwa dalam mendukung pengelolaan aset 

yang efektif dan efisien harus didorong dengan adanya keterlibatan dan keaktifan 

setiap pengelola, agar mampu mewujudkan pengelolaan aset yang berkualitas dan 

mencapai tujuan pemerintah dalam pelayanan publik yang baik. Berikut disajikan 

dalam bentuk tabel mengenai daftar Barang Milik Negara Kategori Barang 

Bergerak di BPMP Provinsi Sumatera Selatan. 
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Tabel 5. Data Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak 

di BPMP Provinsi Sumatera Selatan 

No Nama Barang Kondisi Dokumentasi Total Satuan 

 

 

1. 

 

 

Kursi Kerja 

 

 

Baik 

 

 

 

1159 

 

 

Buah 

 

 

2. 

 

 

Meja 

 

 

Baik 

 

 

 

338 

 

 

Buah 

 

 

3. 

 

 

Lemari 

 

 

Baik 

 

 

 

81 

 

 

Buah 

 

 

4. 

 

 

Printer 

 

 

Baik 

 

 

 

33 

 

 

Unit 

 

 

5. 

 

 

Laptop 

 

 

Baik 

 

 

 

30 

 

 

Unit 

 

 

6. 

 

 

PC/Komputer 

 

 

Baik 

 

 

 

41 

 

 

Unit 

 

 

7. 

 

 

Proyektor 

 

 

Baik 

 

 

 

9 

 

 

Unit 
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8. 

 

 

Nakas 

 

 

Baik 

 

 

 

31 

 

 

Buah 

 

 

9. 

 

 

Lemari Rak  

 

 

Baik 

 

 

 

141 

 

 

Buah 

 

 

10. 

 

 

Dispenser dan 

Kulkas 

 

 

Baik 

 

 

 

14 

 

 

Buah 

 

 

11. 

 

 

Standing AC 

dan Kipas 

 

 

Baik 

 

 

 

137 

 

 

Unit 

 

 

12. 

 

 

Sofa 

 

 

Baik 

 

 

 

65 

 

 

Set 

 

 

13. 

 

 

Televisi 

 

 

Baik 

 

 

 

23 

 

 

Unit 

 

 

14. 

 

 

Kendaraan 

Mobil 

 

 

Baik 

 

 

 

7 

 

 

Unit 

 

 

15. 

 

 

Kendaraan 

Bermotor 

 

 

 

Baik 

 

 

 

2 

 

 

Unit 

Sumber : Data Inventarisasi BMN Kategori Barang Bergerak BPMP 

Provinsi Sumatera Selatan, 2023 
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Tabel 5 diatas, memuat daftar barang milik negara kategori barang bergerak 

dengan melampirkan kondisi dan jumlah keseluruhan barang pada periode tahun 

2023. Dari konteks yang telah dijelaskan diatas, peneliti berkomitmen untuk 

menganalisa lebih mendalam mengenai pengelolaan aset publik pada barang milik 

negara (BMN), khususnya dalam kategori barang bergerak. 

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang 

mempengaruhi proses pengelolaan aset negara yang dikategorikan pada barang 

bergerak, yang berpedoman pada teori menurut pendapat Mardiasmo dalam 

(Puspitoarum, 2006:232) dimana hal ini dilakukan dengan mempraktekkan tiga 

prinsip pengelolaan barang milik negara yaitu Perencanaan (planning), 

Pelaksanaan atau Tindakan (actuating), serta Pengawasan dan Pengendalian 

(controlling). Hal ini dapat membedakannya dengan penelitian sebelumnya yang 

berfokus pada isu keseluruhan tentang barang milik negara dengan mengangkat 

teori, metode, dan permasalahan yang berbeda.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azuwandri & Muhammad Bima 

Eka Putra (2022) dengan menggunakan analisis perbandingan yang terkendala 

pada kegiatan inventarisasi yang tidak terlaksana, serta lemahnya pengetahuan 

SDM dalam pengelolaan aset. Penelitian Sukmini Hartati dkk (2019) yang 

menggunakan analisis data regresi berganda dengan hasil pengendalian dan 

pemantauan aset memiliki pengaruh positif dan juga menandakan optimasi aset 

tetap dikelola dengan baik. Serta penelitian oleh Nurbiyanto (2020) dengan 

metode kualitatif menggunakan studi literatur sebagai jawaban dari permasalahan 

penilai dalam perdagangan aset. Dapat dilihat, bahwa dalam setiap penelitian 

mengenai pengelolaan aset memiliki perbedaan baik dalam pendekatan 
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metodologi, fokus variabel, dan konteks aplikasi, sehingga menghasilkan temuan-

temuan yang berbeda dalam lingkup pengelolaan aset. 

Maka, berdasarkan data dan penjabaran diatas, peneliti bersedia dan 

berkomitmen untuk mengkaji serta melaksanakan proses penelitian yang berfokus 

pada judul “Analisis Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik Negara Kategori 

Barang Bergerak di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera 

Selatan.” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik 

Negara Kategori Barang Bergerak Di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi 

Sumatera Selatan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Pengelolaan Aset Publik Pada 

Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak di Balai Penjaminan Mutu 

Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari 

temuan penelitian : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah ilmu dan pemikiran baru 

serta informasi yang penting bagi jurusan Administrasi Publik khususnya 
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mengenai pengelolaan aset publik pada barang milik negara kategori barang 

bergerak.  

2. Manfaat Praktis 

Temuan Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan masukan pada Balai Penjaminan Mutu 

Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta bidang barang milik negara 

sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset. 
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